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ABSTRAK 
Muhammad Nur Fajrin (B111 12 258), Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin, dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta 
Dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan 
Mati (Studi Kasus No. 242/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Mks).” Di bawah 
bimbingan M. Said Karim selaku pembimbing I dan Amir Ilyas selaku 
pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum materiil 
terhadap turut serta dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak yang 
mengakibatkan mati dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim 
dalam menjatuhkan putusan pidana pada putusan Nomor : 242/Pid.Sus-
Anak/2015/PN.Mks. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar dengan memilih 
instansi yang terkait dengan perkara ini yakni di Pengadilan Negeri 
Makassar. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode 
kepustakaan dan metode wawancara kemudian data yang diperoleh 
dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang 
diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana 
materiil terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana kekerasan terhadap 
anak yang mengakibatkan mati Perkara Pidana Nomor 242/Pid.Sus-
Anak/2015/PN.Mks telah sesuai. Majelis Hakim menyatakan terdakwa 
Wingky Juliem Tianglangi alias Wingky telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak 
yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 80 ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.  
Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 
terdakwa turut serta dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak yang 
mengakibatkan mati pada perkara pidana Nomor 242/Pid.Sus-
Anak/2015/PN.Mks, kurang tepat. Majelis Hakim menjatuhkan pidana 
terhadap terdakwa lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yakni 
pidana penjara selama 6 (enam) tahun. Penjatuhan pidana terhadap 
terdakwa tidak mampu menimbulkan efek pencegahan, efek jera, dan tidak 
memenuhi rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Tujuan Negara Republik Indonesia secara jelas dituangkan dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 bahwa 
Negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 
darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehubungan dengan 
hal tersebut, sudah sepatutnya masyarakat Indonesia mendapatkan 
perlindungan dalam aspek-aspek kehidupannya. 
Namun fakta yang terjadi di masyarakat nyatanya berbanding terbalik 
dengan tujuan negara kita.  Dewasa ini, berbagai macam permasalahan 
hukum semakin marak terjadi seiring dengan perkembangan zaman, ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Hal ini mengakibatkan pola 
tingkah laku masyarakat ikut berubah menjadi semakin kompleks. Semakin 
banyak pola tingkah laku manusia yang tidak sesuai dengan norma-norma 
yang berlaku di masyarakat. 
Perilaku-perilaku yang menyimpang inilah yang dapat berujung pada 
suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan merupakan salah satu 
2 
 
kenyataan dalam kehidupan yang memerlukan penanganan secara khusus. 
Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam 
kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya 
untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataannya 
sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada 
dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan 
perkembangan masyarakat. Begitu pula dengan perkembangan hukum akan 
selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian 
pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan 
perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dimana salah satu 
sifat hukum adalah dinamis. 
Salah satu bentuk tindak pidana yang sangat mengganggu keamanan 
dan ketertiban hidup masyarakat yakni tindak pidana kekerasan. Kekerasan 
merupakan suatu tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan untuk 
menyakiti seseorang baik secara fisik maupun secara psikis. Tindak pidana 
kekerasan terus berkembang hingga sekarang, bahkan kini seringkali kita 
dapatkan fakta bahwa anak adalah pelaku dari tindak pidana tersebut.  
Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang 
dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia 
seutuhnya; bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda 
penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan 
mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan 
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eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Bahwa agar setiap 
anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu 
mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan 
berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan 
berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk 
mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap 
pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.  
Konstitusi Indonesia telah menjamin hak konstitusional bagi anak-
anak Indonesia, yakni “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, 
tumbuh, berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan 
dan diskriminasi.”1 
Anak adalah kelompok rentan (vunerable group) yang secara 
khusus diperhatikan oleh negara dan masyarakat. Perhatian dan 
kepedulian ini muncul dalam hukum nasional maupun internasional. 
Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai masalah anak. 
Undang-undang yang mulai berlaku Sejak 31 Juli 2014 ini merupakan 
pengganti dari Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan 
Anak yang sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam 
masyarakat dan belum secara komperehensif memberikan perlindungan 
khusus kepada anak yang sedang berhadapan dengan hukum.  
                                                          
1 Pasal 28 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 
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Tujuan dari diberlakukannya Undang-undang yang baru ini adalah agar 
dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan 
kepentingan yang terbaik bagi anak yang sedang berhadapan dengan 
hukum. Adapun subtansi yang diatur dalam Undang-undang No.11 tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini antara lain mengenai 
penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di 
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar 
dalam Undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai 
Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan 
menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari 
stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan 
anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.2 
Sudah sepatutnya aparat penegak hukum memberikan sanksi yang 
setimpal bagi pelaku tindak pidana kekerasan sehingga supremasi hukum 
benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Namun 
kita juga harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan lain yang lebih 
komprehensif dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang melakukan 
tindak pidana penganiayaan tersebut. Sanksi diharapkan memberikan efek 
jera bagi anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan sehingga tidak 
akan mengulangi perbuatannya serta mencegah orang lain agar tidak 
                                                          
2 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-
dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak , diakses pada tanggal 16 Desember 2015 pukul 
09.36 WITA 
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melakukan tindak pidana tersebut, namun di sisi lain juga harus 
memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut sebagaimana 
tujuan dari diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak.  
Atas dasar pemikiran dan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta 
Dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan 
Mati” (Studi Kasus Nomor 242/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Mks)”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka 
rumusan masalah yang akan dibahas adalah : 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap perkara 
turut serta dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak yang 
mengakibatkan mati putusan No.242/Pid.Sus-anak/2015/PN.Mks ? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
sanksi pidana terhadap perkara turut serta dalam tindak pidana 
kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati putusan 
No.242/Pid.Sus-anak/2015/PN.Mks ?  
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C. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini, yaitu : 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap 
perkara turut serta dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak 
yang mengakibatkan mati putusan No.242/Pid.Sus-
anak/2015/PN.Mks. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
sanksi pidana terhadap perkara turut serta dalam tindak pidana 
kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati putusan 
No.242/Pid.Sus-anak/2015/PN.Mks. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah : 
1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran 
bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan 
hukum khususnya hukum pidana, dan dapat dijadikan sebagai 
referensi bagi para akademisi yang berminat pada masalah-
masalah hukum pidana.  
2. Memberikan masukan kepada masyarakat dan aparat penegakan 
hukum dalam upaya melakukan tindakan preventif terhadap 
kejahatan khususnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian Tinjauan Yuridis 
Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan 
berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau 
mendapat akhiran “–an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. 
Pengertian kata tinjauan dapat dapat diartikan sebagai kegiatan 
pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis. Sedangkan 
yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-
undang.  
Jadi, tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan 
yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara 
sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum 
dan undang-undang. 
Adapun pengertian lain dari Tinjauan Yuridis jika dikaji menurut Hukum 
Pidana, adalah dapat kita samakan dengan mengkaji Hukum Pidana Materiil 
yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan 
peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan mana yang dapat 
dihukum, delik apa yang terjadi, unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, serta 
siapa pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana 
tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. 
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B. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Sebelum membahas mengenai pengertian tindak pidana kekerasan, 
terlebih dahulu penulis akan menguraikan definisi dari tindak pidana. Ada 
banyak istilah terkait dengan tindak pidana. Hukum pidana negara Anglo-
Saxon memakain istilah offense atau criminal act. Dikenal juga istilah delik 
yang berasal dari bahasa Latin, yaitu delictum. Dalam bahasa Prancis 
disebut delit, dan dalam bahasa Jerman dan bahasa Belanda disebut delict. 
Hukum pidana Belanda juga memakai istilah strafbaar feit. 
 Oleh karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya 
disebut KUHP, yang digunakan di Indonesia bersumber pada Wetboek van 
Strafrecht Nederland, maka pembentuk Undang-Undang kita menggunakan 
istilah strafbaar feit untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak 
pidana. Namun para pembentuk Undang-Undang tersebut tidak memberikan 
penjelasan lebih lanjut mengenai strafbaar feit itu.  
Strafbaar feit, terdiri atas tiga kata, yaitu straf, baar dan feit. Yang 
masing-masing memiliki arti : 
Straf diartikan sebagai pidana dan hukum 
Baar diartikan sebagai dapat dan boleh 
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Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.3 
Maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai  strafbaar feit  
tersebut sering  digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak 
pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. 
Vos merumuskan bahwa  suatu strafbaar feit itu sebenarnya adalah 
suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-
undangan.4 
Dalam hukum Islam, tindak pidana (delik, jarimah) diartikan sebagai 
perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah 
SWT dengan hukuman hudud atau takzir. Larangan-larangan syarak tersebut 
adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan 
perbuatan yang diperintahkan.5 
Beberapa pengertian straftbaar feit dari para pakar hukum dari barat 
(Eropa) yakni:  
a. Van Hamel 
Kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, 
yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) dan 
dilakukan dengan kesalahan.6 
 
                                                          
3 Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta, Yogyakarta, 
2012, hlm.19. 
4 Adami Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana 1, Bagian 1;Stelsel Pidana, Tindak Pidana, 
Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT. Rajagrafindo Persada, 
Jakarta, Cetakan ke-5, hlm.72. 
5 Achmad Ali, 2010, Yusril Versus Criminal Justice System, Umitoha Ukhuwah Grafika, 
Makassar, hlm. 48. 
6 Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan ke-8, hlm. 
61. 
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b. Hazewinkel Suringa 
Suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di 
dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai 
perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan 
menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di 
dalamnya.7 
 
c. Pompe 
Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang 
dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh 
seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku 
tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan 
terjaminnya kepentingan hukum.8 
 
d. Simons 
Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan 
sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-
undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.9 
 
 
Alasan dari Simons mengemukakan bahwa strafbaar feit itu harus 
dirumuskan seperti di atas adalah karena: 
a. Untuk adanya suatu straafbaar feit disyaratkan bahwa disitu 
terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan 
undang-undang di mana pelanggaran terhadap larangan atas 
kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat 
dihukum; 
                                                          
7 P.A.F. Lamintang, 2011, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, 
Bandung, Cetakan ke-4, hlm. 182. 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
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b. Agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu 
harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan 
dengan undang-undang; 
c. Setiap straafbaar feit sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan 
atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya 
merupakan tindakan melawan hukum atau suatu onerchtmatige 
handeling.10 
Beberapa pengertian straftbaar feit dari para pakar hukum dari 
Indonesia yakni:  
a. Andi Hamzah 
Suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan 
hukuman oleh undang-undang (pidana).11 
 
b. Moeljatno 
Suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan 
perundang-undangan.12 
 
c. Wirjono Prodjidikoro 
Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman 
pidana.13 
  
                                                          
10 Ibid. 
11 Andi Hamzah, 1994, Asas-asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72., 
Dalam, Amir Ilyas, Op.Cit., hlm. 19. 
12 Adami Chazawi, Loc.Cit. 
13 Wirjono Projodikoro, 1981, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Eresco,  Bandung, 
Cetakan ke-3, hlm.50., Dalam, Frans Maramis, 2013, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di 
Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-2, hlm.58. 
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2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur 
lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang 
ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir 
(dunia).14  
Secara umum tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP dapat 
diartikan sebagai perbuatan tercela yang dapat membuat pelakunya 
dipidana. Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri atas unsur subjektif dan 
unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai 
berikut. 
Yang dimaksud dengan unsur subjektif yaitu segala sesuatu yang 
berasal dan melekat pada dari pelaku termasuk segala sesuatunya yang 
terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif tindak pidana : 
a. Kesengajaan atau kelalaian (dolus atau culpa). 
b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti 
yang dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) KUHP. 
c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat pada 
delik pencurian, penipuan, pemerasan, dan lain-lain. 
d.  Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang 
terdapat dalam Pasal 340 mengenai pembunuhan berencana. 
                                                          
14 Moeljatno, Op.Cit, hlm. 64. 
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e.  Perasaan takut atau vress seperti yang terdapat dalam rumusan 
tindak pidana pasal 308 KUHP. 
Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang berada diluar fisik dari 
pelaku. Unsur-unsur objektif dari tindak pidana adalah : 
1. Sifat melawan hukum. 
2. Kualitas dari si pelaku misalnya pelaku adalah seorang pegawai 
negeri dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP. 
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai suatu 
penyebab dengan akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. 
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 
Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam 
tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana 
dapat diedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut : 
a). Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam 
Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. 
Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran lebih ringan 
dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada 
pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa 
pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan 
ancaman pidana penjara. 
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Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran 
yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum 
dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu 
hanya membahayakan in abstracto saja. Secara kuantitatif pembuat 
Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai 
berikut : 
1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan 
kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di 
luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, 
maka di pandang tidak perlu dituntut. 
2) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana. 
3) Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah umur 
tergantung apakah itu kejahatan atau pelanggaran. 
b). Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil 
dan tindak pidana materiil. 
 Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan 
sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang 
dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan 
tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya 
suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak 
pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada 
15 
 
pencurian Pasal 362 untuk selesainya pencurian digantung pada selesainya 
perbuatan mengambil. 
 Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah 
menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, sipa yang menimbulkan 
akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu 
juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh 
mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada 
syarat timbulnya akibat larangan tersebut. Misalnya wujud membacok telah 
selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum 
terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya 
nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan. 
c) Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja 
(dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa). 
 Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya 
dilakaukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. 
Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam 
rumusannya mengandung culpa. 
d) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara pidana 
aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana 
pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi. 
 Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa 
perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk 
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mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang 
berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini 
terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun 
secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP 
adalah tindak pidana aktif. 
 Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni 
dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak piana pasif murni ialah 
tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada 
dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. 
Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana 
yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan 
dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu 
akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat /atau mengabaikan 
sehingga akibat itu benar-benar timbul. 
e) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan 
antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu 
lama atau berlangsung lama/berlangsung terus. 
 Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk 
terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, 
disebut juga dengan aflopendedelicten. Sebaliknya ada tindak pidana yang 
dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu 
berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih 
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berlangsung terus, yang disebut juga dengan voordurende dellicten. Tindak 
pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu 
keadaan yang terlarang. 
f) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum 
dan tindak pidana khusus. 
Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam 
KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). 
Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang 
terapat diluar kodifikasi KUHP. Dalam hal ini sebagaimana mata  kuliah pada 
umumya pembedaan ini dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KUHP dan 
delik-delik diluar KUHP. 
g) Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana 
communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak 
pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang 
berkualitas tertentu).  
Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk 
berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu 
dirumuskan dengan maksud demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan 
yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang berkualitas 
tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau 
nahkoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya. 
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h) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka 
dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. 
Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang 
untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan 
adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah 
tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih 
dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni 
korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam 
hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh 
orang yang berhak. 
i) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat 
dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok tindak pidana yang diperberat 
dan tindak pidana yang diperingan. 
Dilihat dari berat-ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk 
menjadi : 
1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat 
juga disebut dengan bentuk standar. 
2) Dalam bentuk yang diperberat; dan 
3) Dalam bentuk ringan. 
Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, 
artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada 
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bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang lagi unsur-
unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk 
pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau 
ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringanlan secara 
tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor 
peringannya, ancaman pidana pada tindak pidana terhadap bentuk yang 
diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari 
pada bentuk pokoknya. 
j) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana 
tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang 
dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan. 
Sistematika pengelompokan tindak pidana bab perbab dalam KUHP 
didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan 
kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya 
dalam Buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap 
keamanan Negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara 
(Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-
tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum 
(Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak 
kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti pencurian (Bab XXII 
KUHP), penggelapan (Bab XXIV KUHP), pemerasan dan pengancaman (Bab 
XXIII KUHP), dan seterusnya. 
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k) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, 
dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. 
Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan 
sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan 
dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian 
terbesar tindak pisana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. 
Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak 
pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai 
selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara 
berulang.15 
 
C. Pidana dan Pemidanaan 
1. Pengertian Pemidanaan 
Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana 
yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal dengan satu istilah umum untuk 
keduanya, yaitu straf. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala 
macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana. Sedangkan 
istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana. 
Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada 
pembuat karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir 
                                                          
15 Buku Ajar Hukum Pidana 1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2007, Makassar, 
Dalam, Amir Ilyas, Op.Cit., hlm.28. 
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tetapi tujuan terdekat, inilah perbedaan antara pidana dan tindakan karena 
dapat berupa nestapa juga, tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan 
tindakan dapat menjadi suatu yaitu memperbaiki pembuat. 
Pengertian pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi dan juga 
tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya 
diartikan sebagai hukuman sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai 
penghukuman. 
2. Teori-Teori Pemidanaan 
Alasan pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, 
yaitu sebagai termasuk golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan 
dan kemudian ditambah dengan golongan teori gabungan.16 
a. Teori Pembalasan 
Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah 
melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini antara lain Immanuel Kant 
yang mengatakan “Fiat justitia ruat coelum” (walaupun besok dunia akan 
kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya). 
Teori absolut atau teori pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu: 
1. Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada 
pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan 
masyarakat. Dalam hal tindakan ini si pembuat kejahatan harus 
                                                          
16 Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar, Refika Aditama, 
Bandung, hlm. 141-145. 
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dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau 
kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan 
oleh si pembuat kejahatan. 
2. Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. 
Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus 
mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang 
besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat 
kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.17 
b. Teori Tujuan 
Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaan, 
yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. 
Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. 
Penganjur teori ini antara lain Paul Anselm van Feurbach yang 
mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan 
memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat. 
Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori absolut 
(mutlak). Kalau dalam teori absolut itu tindakan pidana dihubungkan dengan 
kejahatan, maka pada teori relatif ditujukan kepada hari-hari yang akan 
                                                          
17 A. Fuad Usfa, Pengantar Hukum Pidana, Universitas Muhammadiyah Malang, 2004, 
Dalam, Ibid, hlm. 142. 
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datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, 
agar menjadi baik kembali.18 
c. Teori Gabungan 
Kemudian timbul golongan ketiga yang mendasarkan pemidanaan 
kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan, yang disebut 
sebagai teori gabungan. Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa 
pemidanaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan 
datang, karenanya pemidanaan harus dapat memberi kepuasan bagi hakim, 
penjahat itu sendiri maupun kepada masyarakat. 
Teori ini mensyaratkan bahwa pemidanaan itu selain memberikan 
penderitaan jasmani juga psikologis, yang terpenting adalah memberikan 
pembinaan dan pendidikan. 
3. Jenis-Jenis Pemidanaan 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menetapkan jenis-
jenis pidana termasuk dalam Pasal 10. Dibedakan dua bentuk pidana yaitu 
pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas empat jenis 
pidana dan pidana tambahan terdiri dari tiga jenis pidana. Untuk satu 
kejahatan atau pelanggaran, hanya boleh dijatuhkan satu hukuman pokok, 
namun dalam beberapa hal yang ditentukan dalam undang-undang, dapat 
pula ditambah dengan salah satu dari pidana tambahan. Jenis-jenis pidana 
menurut Pasal 10 KUHP adalah sebagai berikut. 
                                                          
18 Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia, Armico, 1985, Dalam, Ibid, hlm. 153. 
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a. Pidana Pokok, meliputi: 
1. Pidana Mati 
Pidana mati adalah pidana yang terberat dari semua jenis pidana 
karena dicabutnya hak untuk hidup. 
2. Pidana Penjara 
Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan 
kemerdekaan. Pidana penjara bervariasi, dari penjara sementara 
minimal 1 hari sampai pidana seumur hidup. Pidana seumur hidup 
tercantum dimana ada ancaman pidana mati (pidana mati atau 
seumur hidup atau penjara maksimum ialah 15 tahun). 
3. Pidana Kurungan 
Pidana kurungan adalah bentuk pidana yang mirip dengan pidana 
penjara, tetapi pidana ini jangka waktunya lebih pendek daripada 
pidana penjara. Pidana kurungan terdiri dari dua macam yaitu pidana 
kurungan prinsipal dan kurungan subsidair (pengganti denda). 
Kurungan prinsipal lamanya minimum 1 hari dan maksimum 1 tahun 
dapat ditambah menjadi 1 tahun 4 bulan dalam hal-hal: Gabungan 
kejahatan ulangan kejahatan dan peraturan dalam Pasal 52 KUHP. 
Kurungan subsidair (pengganti denda) lamanya minimum 1 hari 
maksimum 6 bulan, dapat ditambah sampai 8 bulan, dalam hal-hal: 
Gabungan kejahatan dan ulangan kejahatan serta peraturan dalam 
Pasal 52 KUHP. 
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4. Pidana Denda 
Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua dari pidana 
penjara. Pidana denda dijatuhkan terhadap delik ringan, berupa 
pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu, pidana denda 
merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain 
selain terpidana. Pidana denda dapat diganti dengan pidana 
kurungan jika terdakwa tidak mampu membayar pidana denda. 
b. Pidana Tambahan, meliputi: 
1. Pencabutan beberapa hak tertentu 
Pencabutan beberapa hak tertentu ialah suatu pidana di bidang 
kehormatan. Adapun hak-hak yang dapat dicabut yaitu: 
a. Hak untuk menjabat segala jabatan tertentu 
b. Hak untuk masuk Angkatan Bersenjata 
c. Hak dipilih aktif dan pasif anggota DPR, serta pemilihan 
lain-lainnya menurut undang-undang atau peraturan umum 
d. Hak untuk menjadi penasehat, wali dan lain-lain. 
e. Hak untuk melakukan pekerjaan tertentu. 
2. Perampasan barang-barang tertentu 
Perampasan barang-barang tertentu adalah mencabut hak milik 
atau suatu barang dari seseorang dan barang itu dijadikan milik 
pemerintah. Barang-barang ini menurut Pasal 39 KUHP dapat 
dibedakan atas dua macam yaitu: 
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a. Barang-barang yang diperoleh dengan kejahatan misalnya 
uang palsu. Sedangkan apabila diperoleh dengan 
pelanggaran, barang-barang itu hanya dirampas dalam hal-
hal tertentu saja. 
b. Barang-barang yang dengan sengaja dipakai melakukan 
kejahatan misalnya senjata api yang dipakai untuk 
membunuh. 
3. Pengumuman putusan hakim 
Pengumuman putusan hakim yaitu putusan yang disebarkan 
secara khusus akan disiarkan lagi sejelas-jelasnya dengan cara 
yang ditentukan oleh hakim, misalnya melalui siaran televisi, 
radio, surat kabar dan sebagainya. 
Pemidanaan merupakan suatu yang tidak dapat dihindari. 
Walaupun pemidanaan pada dasarnya merupakan bentuk 
pelanggaran HAM yang nyata, tetapi perampasan HAM 
seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah 
dimaksudkan dengan tujuan yang lebih baik, yaitu memperbaiki si 
pelaku tindak pidana dan memulihkan keadaan masyarakat serta 
harus dilakukan dengan patokan, standar dan prosedur yang 
ketat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian sifat 
pelanggaran HAM-nya menjadi hilang. 
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D. Tindak Pidana Kekerasan 
   1.  Pengertian Tindak Pidana Kekerasan 
 Kejahatan kekerasan bila ditinjau dari segi bahasa berasal dari kata 
dasar “keras”. Didalam kamus bahasa Indonesia, kekerasan menunjukkan 
kata sifat keras pada suatu kegiatan. Kekerasan dapat diartikan sebagai 
perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera 
atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik bagi orang lain. 
 Di dalam KUHP tidak diberikan pengertian secara otentik tentang apa 
dimaksud dengan kekerasan. Hanya saja, dalam pasal 89 KUHP disebutkan 
bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan itu, membuat orang 
menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Namun perlu diketahui 
bahwa melakukan kekerasan bukan hanya dilakukan terhadap orang saja, 
tetapi kekerasan juga dapat dilakukan dengan cara-cara melakukan 
pengrusakan terhadap barang, penganiayaan terhadap hewan, melemparkan 
batu-batu kepada rumah, dan lain sebagainya.  
 Akan tetapi, pengertian mengenai kekerasan dalam konteks anak 
yang berhadapan dengan hukum dapat kita temukan dalam Undang-undang 
Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalam pasal 1 
angka 15a Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa kekerasan adalah 
setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau 
penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk 
ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan 
kemerdekaan secara melawan hukum. 
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2.  Jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan 
  Kejahatan kekerasan di dalam KUHP tidak diatur dalam satu bab 
khusus, akan tetapi terpisah-pisah dalam beberapa bab. Kejahatan 
kekerasan dapat digolongkan adalah sebagai berikut : 
a. Kejahatan terhadap nyawa orang lain (pasal 338-350 KUHP) 
b. Kejahatan penganiayan (pasal 351-358 KUHP) 
c. Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan (pasal 365 
KUHP) 
d. Kejahatan terhadap kesusilaan (khususnya pasal 285 KUHP) 
e. Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan 
(pasal 359-367 KUHP) 
 
E. Tindak Pidana Penganiayaan 
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan 
Penganiayaan adalah istilah yang digunakan KUHP untuk tindak 
pidana terhadap tubuh. Namun KUHP sendiri tidak memuat arti 
penganiayaan tersebut. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia  arti 
penganiayaan adalah: “perlakuan yang sewenang-wenang”. Pengertian yang 
dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengertian dalam arti 
luas, yakni yang menyangkut termasuk “perasaan” atau “bathiniah”. 
Sementara yang dimaksud penganiayaan dalam hukum pidana adalah 
menyangkut tubuh manusia. 19 
                                                          
19 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian Penganiayaan, Jakarta : 2008 
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Meskipun pengertian penganiayaan tidak ada dimuat dalam KUHP, 
namun kita dapat melihat pengertian penganiayaan menurut pendapat 
sarjanah, doktrin, dan penjelasan menteri kehakiman. 
Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya 
kerusakan fisik dan kesehatan yang bertentangan dengan hukum. Mengenai 
pengertian penganiayaan ini, Penulis akan menguraikan sebagai berikut :  
a. Penganiayaan menurut tata bahasa  
Penganiayaan berasal dari kata “aniaya” yang berarti perbuatan 
bengis. Hal tersebut dijelaskan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang 
merumuskan bahwa penganiyaan berasal dari kata aniaya yang berarti 
melakukan perbuatan sewenang-wenang seperti melakukan penyiksaan dan 
penindasan. Berdasarkan batasan tersebut di atas, maka penganiayaan 
dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat mengakibatkan orang lain 
menderita atau merasakan sakit (W.J.S. Poerwadarminta, 1987: 481). 
b. Penganiayaan menurut para pakar  
Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh berbagai pakar 
mengenai pengertian dari tindakan penganiayaan, antara lain adalah sebagai 
berikut :20 
                                                          
20 http://satriabajahikam.blogspot.co.id/2013/04/pengertian-delik-penganiayaan-dan.html , 
diakses pada tanggal 16 Januari 2016 pukul 10.36 WITA 
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Menurut Mr. M.H Tirtaatmidjaja, menyatakan bahwa penganiayaan adalah : 
Menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang 
lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada 
orang lain tidaklah dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu 
bertujuan untuk menambah kesehatan badan. 
Menurut R. Soesilo, penganiayaan adalah :  
Perasaan tidak enak misalnya mendorong terjun jatuh sekali sehingga basah, 
rasa sakit misalnya mencubit, memukul, dan merampas. Luka misalnya 
mengiris, memotong, merusak dengan pisau dan merusak kesehatan 
misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibukakan kamarnya sehingga 
menyebabkan ia masuk angin, kesemua ini harus dilakukan dengan sengaja 
dan tidak ada maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. 
Menurut Andi Hamzah, mengemukakan bahwa:  
Dengan sengaja merusak kesehatan orang. Kalau demikian, maka 
penganiayaan itu tidak mesti berarti melukai orang. Membuat orang tidak bisa 
bicara, membuat orang lumpuh termasuk dalam pengertian ini. 
Penganiayaan bisa berupa pemukulan, penjebakan, pengirisan, membiarkan 
anak kelaparan, memberikan zat, luka, dan cacat.  
Kemudian ilmu pengetahuan mengartikan penganiayaan sebagai, “setiap 
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perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit 
atau luka pada orang lain. 
Sedangkan menurut Hooge Raad, penganiayaan adalah : 
Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa 
sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari 
orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk 
mencapai suatu tujuan yang diperkenankan. 
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 
penganiayaan ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang 
ditujukan dengan maksud untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada 
tubuh orang lain ataupun merugikan kesehatan orang lain. 
2.  Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan  
Pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan 
adalah dari Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP. Pada rumusan 
pasal-pasal tersebut, dapat ditemui kalimat-kalimat seperti barangsiapa, luka 
berat, merusak kesehatan, menjadikan sakit dan berhalangan untuk 
melaksanakan jabatan atau pekerjaan.  
Berdasarkan rumusan pasal-pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 
unsur-unsur tindak pidana penganiayaan adalah sebagai berikut:  
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a. Unsur obyektif, yaitu:  
1. Unsur barangsiapa, yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang 
yang melakukan perbuatan penganiayaan, yang mana terhadap 
perbuatan dan orang yang melakukan tindak pidana penganiayaan itu 
dapat dipertanggungjawabkan.  
2. Unsur menjadikan sakit, halangan melakukan jabatan atau pekerjaan, 
unsur menjadikan/menyebabkan luka-luka berat atau luka parah, unsur 
merusak kesehatan, dan unsur menyebabkan kematian (bukan sebagai 
maksud dan tujuan). Unsur-unsur tersebut harus merupakan sebagai 
tujuan yang ditujukan kepada orang yang dianaiya, bukan merupakan 
suatu akibat dari penganiayaan.  
b. Unsur subyektif, yaitu:  
Unsur dengan sengaja, pengertian sengaja menurut ilmu hukum dibagi 
atas 3 (tiga) kategori yaitu sebagai berikut:  
1. Sengaja sebagai maksud, yaitu adanya kehendak untuk melakukan 
perbuatan atau mencapai akibat yang dimaksud.  
2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti, yaitu mengetahui dengan pasti 
atau yakin bahwa selain akibat yang dimaksud, akan terjadi suatu akibat 
lain.  
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3. Kesengajaan sebagai keinsyafan kemungkinan, yaitu bahwa seseorang 
melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat 
tertentu, akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul 
akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.  
Dalam doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana maka rumusan penganiayaan 
memuat unsur-unsur sebagai berikut : 
a. Unsur Kesengajaan. 
Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan 
secara luas yaitu meliputi kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan 
sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan. 
Dengan penafsiran bahwa unsur kesengajaan dalam tindak pidana 
penganiayaan ditafsir sebagai kesengajaan sebagai maksud (opzet alsa 
olmergk), maka seorang baru dikatakan melakukan tindak pidana 
penganiayaan, apabila orang itu mempunyai maksud menimbulkan akibat 
berupa rasa sakit atau luka pada tubuh. Jadi, dalam hal ini maksud orang itu 
haruslah ditujukan pada perbuatan dan rasa sakit atau luka pada tubuh. 
Walaupun secara prinsip kesengajaan dalam tindak pidana 
penganiayaan harus ditafsirkan sebagai kesengajaan sebagai maksud, 
namun dalam hal-hal tertentu kesengajaan dalam penganiayaan juga dapat 
ditafsirkan sebagai kesengajaan sebagai kemungkinan. 
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Namun demikian penganiayaan itu bisa ditafsirkan sebagai 
kesengajaan dalam sadar akan kemungkinan, tetapi penafsiran tersebut juga 
terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. 
Artinya dimungkinkan penafsiran secara luas unsur kesengajaan itu yaitu 
kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan bahkan 
kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. 
Sementara terhadap perbuatan itu haruslah pada tujuan pelaku. 
b. Unsur Perbuatan. 
Yang dimaksud perbuatan dalam penganiayaan adalah perbuatan 
dalam arti positif. Artinya perbuatan tersebut haruslah merupakan aktivitas 
atau kegiatan dari manusia dengan menggunakan (sebagian) anggota 
tubuhnya sekalipun sekecil apapun perbuatan itu. 
Selain bersifat positif, unsur perbuatan dalam tindak pidana 
penganiayaan juga bersifat abstrak. Artinya penganiayaan itu bisa dalam 
berbagai bentuk perbuatan seperti memukul, mencubit, mengiris, membacok, 
dan sebagainya. 
c. Unsur akibat yang berupa rasa sakit atau luka tubuh. 
Rasa sakit dalam konteks penganiayaan mengandung arti sebagai 
terjadinya atau timbulnya rasa sakit, rasa perih, atau tidak enak penderiataan. 
Sementara yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari 
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tubuh, atau terjadinya perubahan rupa pada tubuh sehingga menjadi berbeda 
dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan. Perubahan rupa itu 
misalnya lecet-lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak-bengkak pada 
anggota tubuh dan sebagainya. 
Unsur akibat - baik berupa rasa sakit atau luka – dengan unsur 
perbuatan harus ada hubungan kausal. Artinya, harus dapat dibuktikan, 
bahwa akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu merupakan akibat 
langsung dari perbuatan dengan akibat ini, maka tidak akan dapat dibuktikan 
dengan adanya tindak pidana penganiayaan. 
d. Akibat mana yang menjadi tujuan satu-satunya. 
Unsur ini mengandung pengertian, bahwa dalam tindak pidana 
penganiayaan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh itu haruslah 
merupakan tujuan satu-satunya dari pelaku. Artinya memang pelaku 
menghendaki timbulya rasa sakit atau luka dari perbuatan (penganiayaan) 
yang dilakukannya. Jadi, untuk adanya penganiayaan harus dibuktikan 
bahwa rasa sakit atau luka pada tubuh itu menjadi tujuan dari pelaku. 
Apabila akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu bukan menjadi tujuan dari 
pelaku tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain yang patut, 
maka dalam hal ini tidak terjadi penganiayaan. 
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3.   Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Penganiayaan 
1) Hasrat dengki berlaku disebabkan perasaan tidak senang hati satu  pihak 
disebabkan kelebihan yang ada pada pihak lain yang tidak ada padanya.  
2) Tamak disebabkan sikap tidak mau kelebihan yang ada pada dirinya 
kemudian dimiliki juga orang lain. Ini juga disebabkan sikap tidak mahu 
sesuatu peluang didahului oleh orang lain. 
3) Tidak berupaya melawan nafsu. Berlaku disebabkan emosi atau nafsu 
yang memuncak sehingga dirinya dikuasai oleh nafsu. 
4) Dendam atau cemburu berlebihan. Berlaku disebabkan seseorang itu 
merasakan bahawa dia tidak atau kurang diberi perhatian atau 
merasakan orang lain mendapat layanan yang lebih daripadanya. 
4.  Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan 
Penganiayaan adalah tindak pidana yang menyerang kepentingan 
hukum berupa tubuh manusia. Di dalam KUHP terdapat ketentuan yang 
mengatur berbagai perbuatan yang menyerang kepentingan hukum yang 
berupa tubuh manusia. 
Dalam KUHP, tindak pidana penganiayaan dapat dibagi menjadi 
beberapa bagian yaitu sebagai berikut : 
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1. Penganiayaan yang berdasarkan pada Pasal 351 KUHP 
a. Penganiayaan biasa 
Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 351 KUHP. Istilah lain 
yang sering digunakan untuk menyebut jenis tindak pidana ini adalah tindak 
pidana penganiayaan dalam bentuk pokok.  
Untuk memberikan gambaran awal tentang perbuatan yang 
dirumuskan dalam Pasal 351 KUHP diatas, akan dikutip ketentuan dalam 
pasal tersebut. Pasal 351 KUHP secara tegas merumuskan : 
a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun 
delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. 
b. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan 
penjara paling lama lima tahun. 
c. Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana paling lama tujuh tahun. 
d. Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan. 
e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tindak pidana. 
Berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 351 KUHP diatas terlihat 
bahwa rumusan tersebut tidak memberikan kejelasan tentang perbuatan 
seperti apa yang dimaksudnya. Ketentuan Pasal 351 KUHP tersebut hanya 
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merumuskan kualifikasinya saja dan pidana yang diancamkan. Tindak pidana 
dalam Pasal 351 KUHP dikualifikasikan sebagai penganiayaan. 
Rumusan awal Pasal 351 KUHP 21 yang diajukan menteri kehakiman 
diatas sebenarnya cukup memberikan kejelasan tentang apa yang dimaksud 
penganiayaan oleh karena dalam rumusan tersebut sudah memuat unsur-
unsur perbuatan maupun akibat. Namun oleh karena sebagaian parlemen 
menganggap istilah rasa sakit atau penderitaan tubuh memuat pengertian 
yang sangat bias atau kabur, maka parlemen mengajukan keberatan atas 
rumusan tersebut. Oleh karena itu, perumusan Pasal 351 ayat (1) KUHP 
hanya menyebut kualifikasinya saja, yaitu penganiayaan didasarkan atas 
pertimbangan, bahwa semua orang dianggap sudah mengerti apa yang 
dimaksud dengan penganiayaan.  
Adapun unsur-unsur dari penganiayaaan sebagaimana diatur dalam 
Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah sama dengan unsur-unsur penganiayaan 
pada umumnya yaitu : 
a. Unsur Kesengajaan 
b. Unsur Perbuatan 
c. Unsur akibat perbuatan berupa rasa sakit, tidak enak pada tubuh, dan 
luka tubuh, namun dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak 
                                                          
 21 Moeljatno. 2005. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: PT.Bumi Aksara. 
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mempersyaratkan adanya perubahan rupa atau tubuh pada akibat 
yang ditimbulkan oleh tindak pidana penganiayaan tersebut. 
d. Akibat mana yang menjadi tujuan satu-satunya 
b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat Pasal 351 (2) KUHP 
Merujuk pada pengertian penganiayaan diatas, maka apabila dirinci 
maka unsur penganiayaan dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP adalah 
a. Unsur kesengajaan 
b. Unsur Perbuatan 
c. Unsur akibat, yang berupa rasa sakit atau luka berat 
Apabila dilihat unsur-unsur penganiayaan dalam Pasal 351 ayat (2) 
diatas maka terlihat unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (2) hampir sama 
dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Perbedaan penganiayaan tersebut terletak 
pada akibatnya. 
Patut kiranya menjadi catatan, bahwa timbulnya luka berat dalam 
konteks Pasal 351 ayat (2) KUHP bukanlah merupaka tujuan dari pelaku. 
Tujuan yang dituju oleh pelaku adalah rasa sakit atau luka tubuh saja. Jadi, 
dalam konteks penganiayaan biasa yang menimbulkan luka berat harus 
dibuktikan bahwa luka berat tersebut bukanlah menjadi tujuan dari pelaku. 
Sebab apabila luka berat itu menjadi tujuan dari pelaku atau merupakan 
akibat yang dimaksud oleh pelaku, maka yang terjadi bukan lagi 
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penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat, tetapi yang terjadi 
adalah penganiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 353 KUHP. 
Dengan selesainya pembahasan mengenai Pasal 351 ayat (2) KUHP ini, 
maka akan dilanjutkan dengan pembahasan Pasal 351 ayat (4) KUHP karena 
Pasal 351 ayat (3) akan dibahas pada pembahasan tersendiri. 
c. Penganiayaan Yang Berupa Perbuatan Sengaja Merusak 
Kesehatan Pasal 351 ayat (4) KUHP 
Penganiayaan dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP merupakan 
penganiayaan yang mana akibat dari penganiayaan tersebut berupa 
rusaknya kesehatan dari korban merupakan akibat yang dikehendaki dari 
pelakunya. 
Apabila dikaitkan dengan teori kehendak dan teori pengetahuan, maka 
penganiayaan dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP mempersyaratkan, bahwa 
pada saat melakukan perbuatannya (penganiayaan), pelaku memang 
menghendaki dilakukannya perbuatan tersebut serta mengetahui bahwa 
perbuatan yang dilakukan itu akan menimbulkan rusaknya kesehatan. Unsur 
rusaknya kesehatan yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP berbeda 
dengan unsur rasa sakit dan luka tubuh yang menjadi penganiayaan biasa 
dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Sekalipun secara logika sangat mungkin 
terjadinya rasa sakit atau luka tubuh itu sekaligus merupakan perbuatan yang 
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merusak kesehatan, namun merusak kesehatan yang dimaksud dalam Pasal 
351 ayat (4) KUHP mempunyai makna lain dari makna dua unsur tersebut 
yang bersifat memperluas unsur rasa sakit atau luka tubuh. 
2. Penganiayaan Ringan 
Jenis tindak pidana yang diatur dalam Pasal 352 KUHP berbeda 
dengan penganiayaan lain yang diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas 
konkordasi. Jenis tindak pidana ini dalam WvS tidak dikenal. Dibuatnya 
ketentuan tentang penganiayaan ringan pada umumnya di dalam KUHP yang 
diberlakukan di Indonesia adalah atas dasar adanya perbedaan kewenangan 
mengadili dari polisi dan Pengadilan Negeri yang sengaja dibentuk oleh 
pemerintah kolonial di Indonesia. Pengadilan polisi berwenang mengadili 
perkara-perkara ringan sedangkan Pengadilan Negeri untuk perkara-perkara 
yang lain. 
Rumusan tentang penganiayaan ringan yang terdapat dalam Pasal 
352 KUHP sebagai berikut : 
1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang 
tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan 
jabatan atau pencaharian diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan 
pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus 
rupiah. 
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2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 352 KUHP diatas tersimpul, bahwa yang 
dimaksud dengan penganiayaan adalah penganiayaan yang tidak termasuk 
dalam : 
1)  Penganiayaan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 352 KUHP; 
2)  Penganiayaan terhadap orang yang mempunyai kualifikasi tertentu 
sebagaimana diatur dalam Pasal 356 KUHP yaitu penganiayaan 
terhadap: 
i. Ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya. 
ii. Pegawai Negeri yang sedang atau karena menjalankan tuganya yang 
sah. 
iii. Nyawa atau kesehatan, yaitu memasukkan bahan berbahaya bagi 
nyawa atau kesehatan atau dimakan atau diminum. 
3)  Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk 
menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian. 
Secara implisit ketentuan dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP 
mengandung pemahaman, bahwa penganiayaan yang tidak menimbulkan 
halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian yang 
dilakukan terhadap orang-orang-orang yang tidak mempunyai kualitas 
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tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 356 KUHP bukanlah merupakan 
penganiayaan biasa dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, tetapi termasuk 
penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP. 
3. Penganiayaan Berencana 
Jenis penganiayaan ini diatur dalam Pasal 353 KUHP yang menyatakan : 
1) Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu diancam dengan 
pidana penjara paling lama empat tahun. 
2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah 
dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun. 
3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, dia dikenakan pidana penjara 
paling lama Sembilan tahun. 
Berdasarkan rumusan Pasal 353 KUHP diatas tersimpul pendapat 
bahwa penganiayaan berencana dapat berupa tiga bentuk penganiayaan, 
yaitu : 
1) Penganiayaan berencana yang tidak menimbulkan akibat-akibat luka 
berat atau kematian yaitu, diatur dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP. 
Apabila dikaitkan dengan pasal sebelumnya khususnya Pasal 351 ayat 
(1) KUHP yang mengatur penganiayaan biasa, maka penganiayaan 
berencana yang tidak menimbulkan luka berat atau kematian tersebut 
berupa penganiayaan biasa yang direncanakan terlebih dahulu. 
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Dengan demikian jenis penganiayaan dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP 
berupa penganiayaan biasa berencana. Jenis penganiayaan adalah 
penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka tubuh yang 
dilakukan secara berencana. Luka tubuh dalam konteks Pasal 353 
ayat (1) adalah luka tubuh yang tidak termasuk Pasal 90 KUHP dan 
tidak termasuk dalam pengertian menurut ketentuan Pasal 352 ayat 
(2) KUHP. 
2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat yang diatur dalam 
Pasal 353 ayat (2) KUHP. 
3) Penganiayaan berencana yang menge\akibatkan kematian yang diatur 
dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP.22 
Persamaan penganiayaan biasa dengan penganiayaan berencana : 
1) Sama-sama tidak mengakibatkan luka berat atau kematian. 
2) Memiliki kesengajaan yang sama baik terhadap perbuatan maupun 
akibatnya. 
3) Bila penganiayaan tersebut mengakibatkan luka, maka luka tersebut 
harus luka yang tidak termasuk luka berat sebagaimana diatur dalam 
Pasal 90 KUHP. 
  
                                                          
 22 Moeljatno. 2000. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT.Rineka Cipta. 
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4. Penganiayaan Berat 
Jenis tindak pidana ini diatur dalam Pasal 354 KUHP. Tindak pidana 
penganiayaan berat ini terdiri dari dua macam yaitu : 
1) Tindak pidana penganiayaan berat biasa (yang tidak menimbulkan 
kematian) diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP. 
2) Tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, 
diatur dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP. 
Rumusan tentang pidana penganiayaan berat dalam Pasal 354 KUHP 
adalah sebagai berikut : 
1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam, karena 
melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama 
delapan tahun. 
2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana 
penjara paling lama sepuluh tahun. 
Apabila diuraikan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan berat 
yang diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP memuat unsur-unsur sebagai 
berikut : 
1) Unsur Kesalahan, berupa kesengajaan. 
2) Unsur melukai berat (perbuatan). 
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3) Unsur tubuh orang lain. 
4) Unsur akibat yang berupa luka berat. 
Dalam Pasal 354 KUHP akibat luka berat merupakan maksud dan 
tujuan dari si pelaku yaitu bahwa si pelaku memang menghendaki terjadinya 
luka berat pada korban. Berbeda dengan penganiayaan biasa yang 
mengakibatkan luka berat, dimana luka berat bukanlah akibat yang dimasuk 
oleh si pelaku. 
Dalam penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, kematian 
bukanlah merupakan akibat yang dikehendaki pelaku. Pelaku hanya 
menghendaki timbulnya luka berat. Dalam tindak pidana ini harus dapat 
dibuktikan bahwa pelaku tidak mempunyai kesengajaan menimbulkan 
kematian, baik kesengajaan sebagai maksud, sebagai kemungkinan atau 
sebagai kepastian. 
5. Penganiayaan Berat Berencana 
Jenis penganiayaan berat berencana diatur dalam Pasal 355 KUHP. 
Penganiayaan ini pada dasarnya merupakan bentuk penganiayaan berat 
yang dilakukan dengan rencana. Jenis penganiayaan ini merupakan 
gabungan antara penganiayaan berat dengan penganiayaan berencana 
dalam Pasal 355 KUHP. Oleh karena itu, niat pelaku atau kesengajaan 
pelaku tidak cukup bila ditujukan terhadap perbuatannya dan terhadap luka 
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beratnya, tetapi kesengajaan itu harus ditujukan terhadap unsur 
berencananya. 
Menurut ketentuan Pasal 355 KUHP, penganiayaan berencana dapat 
dirumuskan sebagai berikut : 
1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu, 
diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. 
2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana 
penjara paling lama lima belas tahun. 
Berdasarkan rumusan Pasal 355 KUHP diatas terlihat, bahwa 
penganiayaan berat berencana terdiri atas dua macam, yaitu : 
1) Penganiayaan berat berencana yang tidak menimbulkan kematian. 
Jenis penganiayaan ini sering disebut sebagai penganiayaan berat 
berencana biasa. Dalam penganiayaan ini luka berat harus benar-
benar terjadi yang juga harus dibuktikan, bahwa luka berat itu memang 
merupakan akibat yang dikehendaki oleh sipelaku sekaligus 
direncanakan. 
2) Penganiayaan berat berencana mengakibatkan kematian. Namun 
matinya korban dalam tindak pidana ini bukanlah akibat yang 
dikehendaki oleh si pelaku. Kematian yang timbul dalam tindak pidana 
ini hanyalah merupakan akibat yang tidak dituju sekaligus tidak 
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direncanakan. Sebab apabila kematian merupakan akibat yang dituju 
maka yang terjadi bukanlah penganiayaan melainkan pembunuhan 
(Pasal 338 KUHP) 
6. Penganiayaan Terhadap Orang-orang Yang Berkualitas Tertentu 
Jenis penganiayaan ini diatur dalam ketentuan dalam Pasal 356 KUHP 
yang menyatakan : 
“Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat 
ditambah dengan sepertiga” 
- Ke-1 Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya 
menurut undang-undang, istrinya atau anaknya. 
- Ke-2 Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau 
karena menjalankan tugasnya yang sah. 
- Ke-3 Jika kejahatan dilakukan dengan memberikan bahan yang 
berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum. 
Apabila dicermati, maka Pasal 356 KUHP merupakan ketentuan yang 
memperberat berbagai penganiayaan. Berdasarkan Pasal 356 KUHP ini 
terdapat dua hal yang memberatkan berbagai penganiayaan yaitu : 
a. Kualitas korban, yaitu apabila korban penganiayaan tersebut 
berkualitas sebagai ibu, bapak, istri anak serta Pegawai Negeri yang 
ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah. 
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b. Cara atau modus penganiayaan, yaitu dalam hal penganiayaan itu 
dilakukannya dengan cara memberi bahan untuk dimakan atau untuk 
diminum. 
7. Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian  
Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian adalah 
tindak pidana penganiayaan yang mana akibat kematian yang timbul 
bukanlah merupakan tujuan si pelaku. Tindak pidana ini diatur dalam 
beberapa pasal dalam KUHP yaitu : 
1) Pasal 351 ayat (3) KUHP yaitu penganiayaan biasa yang 
mengakibatkan kematian. 
2) Pasal 353 ayat (3) KUHP yaitu penganiayaan berencana yang 
mengakibatkan kematian. 
3) Pasal 354 ayat (2) KUHP yaitu penganiayaan berat yang 
mengakibatkan kematian. 
4) Pasal 355 ayat (2) KUHP yaitu penganiayaan berat berencana yang 
mengakibatkan kematian. 
Unsur-unsur penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian. 
a. Pasal 351 ayat (3) KUHP. 
Apabila dilihat unsur-unsurnya, maka penganiayaan biasa yang 
mengakibatkan kematian yang diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP 
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mempunyai unsur-unsur yang sama dalam penganiayaan dalam bentuk 
pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. 
Secara substansial, perbedaan antara penganiayaan biasa yang 
mengakibatkan kematian dengan penganiayaan biasa yang diatur dalam 
Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah terletak pada akibat yang terjadi. Pada 
penganiayaan biasa sebagaimana diatur oleh Pasal 351 ayat (1) KUHP. 
Akibat yang timbul hanyalah rasa sakit atau luka pada tubuh. Sementara 
penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian dalam Pasal 351 ayat (3) 
KUHP akibat yang timbul adalah kematian. Namun akibat yang berupa 
kematian itu bukanlah merupakan akibat yang dituju oleh pelaku. 
Dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, 
harus dapat dibuktikan bahwa pelaku tidak mempunyai kehendak untuk 
menimbulkan kematian. Dalam hal ini harus dapat dibuktikan, bahwa pelaku 
hanya bermaksud menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh saja. 
b. Pasal 353 ayat (3) KUHP. 
Apabila diperhatikan maka penganiayaan berencana yang 
mengakibatkan kematian seperti yang dimaksud dalam Pasal 353 ayat (3) 
KUHP tindak pidana pokoknya adalah tindak pidana penganiayaan biasa 
yang mengakibatkan kematian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 
ayat (3) KUHP. 
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Jadi penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian 
sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP merupakan tindak 
pidana penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian seperti yang 
diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP yang dilakukan dengan direncanakan 
terlebih dahulu. 
c. Pasal 354 ayat (2) KUHP. 
Penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian yang diatur dalam 
pasal 354 ayat (2) KUHP mempunyai unsure-unsur yang sama dengan 
penganiayaan berat dalam bentuk pokok sebagaimana diatur dalam pasal 
354 ayat (1) KUHP. Namun dalam penganiayaan berat yang mengakibatkan 
kematian akibat yang ditimbulkan adalah matinya orang, akan tetapi 
kematian bukanlah akibat yang dikehendaki pelaku. Pelaku hanya 
menghendaki timbulnya luka berat. 
d. Pasal 355 ayat (2) KUHP 
Penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan kematian yang 
diatur dalam Pasal 355 ayat (2) KUHP sering disebut sebagai penganiayaan 
berat berencana yang diperberat. Faktor pemberatnya adalah timbulnya 
kematian. Namun kematian bukanlah akibat yang dikendaki pelaku. Kematian 
dalam tindak pidana ini hanyalah merupakan akibat yang tidak dituju 
sekaligus tidak direncanakan. 
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8. Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak 
Dalam hal jika tindak pidana penganiayaan dilakukan oleh anak, maka 
pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak. Orang yang melakukan kekerasan/penganiayaan 
terhadap anak dapat dihukum berdasarkan :  
Pasal 76C : 
Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh 
melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak. 
 
Pasal 80 : 
 
(1)   Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 
tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 
(tujuh puluh dua juta rupiah). 
(2)   Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, 
maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 
(3)   Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka 
pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 
(4)   Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan 
penganiayaan tersebut Orang Tuanya. 
 
Selain itu, ancaman pidana dalam pasal penganiayaan di KUHP dan 
Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut 
berlaku bagi mereka yang sudah dewasa, sedangkan ancaman pidana 
penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah setengah dari 
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maksimum ancaman pidana penjara bagi orang yang sudah dewasa 
sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
F. Anak 
1. Pengertian Anak 
Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam 
arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial 
seperti orang dewasa pada umumnya. Anak merupakan generasi yang 
dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan 
dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. 
Pengertian anak dalam peraturan di Indonesia bersifat pluralis, 
sehingga perlu didefinisikan berdasarkan ketentuan umum yag tercantum 
dalam peraturan tersebut. Pengertian-pengertian tersebut antara lain: 
Menurut Nicholas Mc Bala dalam bukunya Juveline Justice System 
mengatakan anak adalah periode di antara kelahiran dan permulaan 
kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masa 
dalam keterbatasan kemampuan termasuk keterbatasan untuk 
membahayakan orang lain.23 
Anak menurut Undang-Undang Peradilan Anak adalah bagian dari 
generasi muda sebagai sumber daya manusia yang merupakan potensi dan 
                                                          
23 Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, hlm.32-36. 
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penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan 
mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan 
dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik, mental dan susila secara utuh, 
selaras, serasi dan seimbang.24 
2. Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Tentang Anak 
Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak 
antara lain adalah sebagai berikut : 
1) Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
Pengertian Anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Pidana Peradilan Anak. 
Anak yang Berhadapan dengan Hukum  
 Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik 
dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang 
menjadi saksi tindak pidana. 
Anak yang Berkonflik dengan Hukum  
 Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak 
adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 
18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. 
Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana 
                                                          
24 Ahmad Juntika Nurihsan dan Mubiar Agustin, Dinamika Perkembangan Anak dan Remaja, 
Refika Aditama, Bandung, hlm.19. 
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 Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selnjutnya disebut Anak 
Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang 
mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang 
disebabkan oleh tindak pidana. 
Anak yang menjadi Saksi Tindak Pidana 
 Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak 
Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat 
memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan 
pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang 
didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri. 
 
2) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak 
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merumuskan 
bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 
termasuk anak yang ada dalam kandungan. 
 
G. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dibagi 
menjadi dua kategori, yaitu : 
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1. Pertimbangan Yuridis 
Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang 
didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan 
oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam 
putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain : 
a. Dakwaan jaksa penuntut umum 
Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar 
itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan 
identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan 
dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan 
yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di 
depan sidang pengadilan. 
b. Keterangan terdakwa 
Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang 
tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami 
sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas 
pertanyaan hakim, jaksa penuntut umum ataupun dari penasihat hukum. 
c. Keterangan saksi 
Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang 
keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia 
lihat sendiri, alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan 
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dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan 
utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya. 
d. Barang-barang bukti 
Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat 
dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang 
pengadilan, yang meliputi: 
e. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana 
Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu 
dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan 
hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti 
tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur 
yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. 25 
Kemudian setelah mencantumkan hal-hal tersebut di atas. Lazimnya 
dalam praktik pada putusan Hakim selanjutnya langsung dipertimbangkan 
hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Kalau kita 
mencermati KUHP, maka adapun alasan-alasan yang meringankan hukuman 
dalam KUHP adalah percobaan, membantu dan belum dewasa. Alasan-
alasan yang memberatkan hukum dalam KUHP adalah kedudukan sebagai 
jabatan, recidive dan samenloop. 
                                                          
25 E-Library, http://elibrary.ub.ac.id/Dasar-Pertimbangan-Hakim-Dalam-Menjatuhkan-Putusan-
Pidana-Bersyarat-studi-di-Pengadilan-Negeri-Karanganyar.pdf, hlm. 35-38, diakses pada 
tanggal 17 Desember 2015 pukul 11.09 WITA. 
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Alasan-alasan yang  mengurangi beratnya hukuman di luar KUHP 
adalah terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, mengakui 
kesalahan, dan dia baru pertama kali melakukan tindak pidana.  
Alasan-alasan yang menambah beratnya hukuman Di luar KUHP 
adalah terdakwa tidak jujur dan berbelit-belit, tidak mengakui kesalahannya, 
perbuatannya keji dan tidak berperikemanusiaan serta pernah melakukan 
tindak pidana. 
2. Pertimbangan Sosiologis 
Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan yang menggunakan 
pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi dan 
nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat. Pasal 5 Ayat (1) Rancangan 
KUHP Nasional Tahun 1999-2000, menentukan bahwa dalam pemidanaan, 
hakim mempertimbangkan: 
1. Kesalahan terdakwa; 
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana; 
3. Cara melakukan tindak pidana 
4. Sikap batin membuat tindak pidana; 
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku; 
6. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana; 
7. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku; 
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap korban 
atau keluarga. 
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Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-asas 
dan keyakinan-keyakinan yang berlaku dalam masyarakat. Karena itu 
pengetahuan tentang sosiologis dan psikologis perlu dimiliki oleh seorang 
hakim. 
  
60 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Berhubung karena judul yang diajukan oleh penulis yaitu analisis 
mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana 
Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Mati (Studi Kasus 
No.242/Pid.sus-Anak/2015/Pn.Mks), maka penulis melakukan penelitian di 
kantor Pengadilan Negeri Makassar yang berlokasi di Jalan R.A. Kartini No. 
18/23, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan dalam 
dua jenis, yaitu : 
1. Data Primer 
Data Primer adalah data yang diperoleh dengan menggunakan 
wawancara dan penelitian langsung dengan pihak-pihak yang 
terkait untuk memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan 
oleh penulis. 
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2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, dokumen-
dokumen, buku, makalah, peraturan perundang-undangan, 
putusan Pengadilan Negeri Makassar, dan bahan-bahan tertulis 
lainnya yang berkaitan erat dengan objek yang akan dibahas.  
C. Teknik Pengumpulan data 
Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan dua metode, 
yaitu : 
1. Wawancara (Interview) 
Penulis mengadakan tanya jawab / wawancara dengan pihak-pihak 
yang terkait dengan judul yang diangkat oleh penulis. 
2. Studi Dokumen 
Penulis menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan 
penelitian berupa literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, 
dokumen-dokumen, buku, makalah, serta termasuk data yang 
bersumber dari Pengadilan Negeri Makassar yang tentunya 
berkaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis. 
D. Teknik Analisis Data  
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah seluruh data yang diperoleh 
dari hasil wawancara , observasi dan dokumentasi, peneliti mendeskripsikan, 
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menginterpretasikan, membandingkan, memaparkan kembali dengan 
mencocokkan dengan teori yang berkaitan dengan fokus penelitian ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Turut Serta Dalam 
Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan 
Mati dalam Putusan Nomor 242/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks 
Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan 
membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap 
dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang 
dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebelum penulis menguraikan 
mengenai penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku turut serta 
dalam tindak pidana kekerasan teerhadap anak yang mengakibatkan mati 
yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor 242/Pid.Sus-
Anak/2015/PN.Mks, maka perlu diketahui terlebih dahulu posisi kasus, 
dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan Amar 
Putusan, yaitu sebagai berikut: 
1. Posisi Kasus 
Kasus penganiayaan yang penulis teliti ini terjadi pada hari Sabtu 
tanggal 3 Oktober tahun 2015 sekitar pukul 10.30 WITA atau setidak-tidaknya 
masih dalam tahun 2015, bertempat di depan salon yang berdampingan 
dengan balla Tamalanrea tepatnya di jalan Perintis Kemerdekaan Kecamatan 
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Tamalanrea Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain 
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, 
dengan terdakwa WINGKY JULIEM TIANGLANGI alias WINGKY dengan 
korbannya adalah ARSYAM SYAM. Bahwa terdakwa turut serta melakukan 
perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Perbuatan terdakwa 
dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
 Bertempat di depan salon yang berdampingan dengan balla 
Tamalanrea tepatnya di jalan Perintis Kemerdekaan Kecamatan 
Tamalanresa Kota Makassar, ketika jam pulang sekolah, terdakwa bersama 
dengan teman-teman sekolahnya dari siswa SMA Kristen Elim smentara 
nongkrong di pinggir jalan disamping sekolahnya lalu kemudian datang 
rombongan dari siswa SMA Cokroaminoto melakukan pelemparan batu 
sehingga terjadilah tawuran saling lempar batu dan saling busur. Pada saat 
tawuran terjadi, korban ARSYAM SYAM maju ke depan terdakwa WINGKY 
JULIEM TIANGLANGI alia WINGKY. Terdakwa lalu kemudian memukuli 
korban dibagian bahunya dan setelah itu dibagian punggung menggunakan 
kepalan tangan berkali-kali sehingga mengakibatkan korban terjatuh. Pada 
saat korban terjatuh lalu kemudian berdiri dan bermaksud untuk melarikan 
diri, tiba-tiba HERI SAKTI SANGKA alias BEBE langsung melepaskan anak 
panah dengan menggunakan busur ke arah wajah korban dan mengenai 
pelipis sebelah kiri korban. Korban lalu kemudian dilarikan ke Rumah Sakit 
Wahidin Sudirohusodo untuk dilakukan perawatan dan setelah 4 (empat) hari 
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dirawat, korban meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2015 berdasarkan 
surat keterangan meninggal Nomor Register : 2707/IFK-RSWS/X/2015. 
Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami luka 
berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Wahidin 
Sudirohusodo Makassar dengan Nomor: HK.04.01/1.19/7585/2015 atas 
nama: ARSYAM SYAM pada tanggal 9 Oktober 2015 yang ditandatangani 
oleh dr. Fachrulsyah Farid, Sp.BSM.Kes adalah Dokter ahli Bedah Saraf, dr. 
M. Faisal Muchtar, Sp.An.KIC adalah dokter ahli anestesi, dan dr.Jerny Dase, 
SH.,SP.F.,M.Kes dokter ahli kedokteran Forensik dan Medikolegal, dengan 
kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 
a. Terdapat satu buah anak panah (busur) yang menancap di kepala 
sebelah kiri. 
b. Busur/anak panah tersebut terletak satu sentimeter di sebelah kiri 
dari tepi luar mata kiri. 
c. Busur/anak panah tersebut menyebabkan luka yang menembus 
bagian dalam kepala. 
d. Hasil CT scan kepala menunjukkan gambaran benda asing bagian 
depan kiri kesan memasuki rongga kepala. 
e. Hasil Operasi bedah kepala ditemukan benda asing masuk hingga 
jaringan otak bagian depan. 
f. Ditemukan bekuan darah di dalam jaringan otak. 
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g. Luka-luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan 
dengan benda berujung tajam. 
h. Akibat luka tersebut maka menyebabkan kerusakan fungsi otak yang 
membahayakan jiwa korban.  
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Dasar pembuatan surat dakwaan harus berpedoman dari berita acara 
pemeriksaan yang sudah dikualifikasi tindak pidananya oleh penyidik. Dalam 
membuat surat dakwaan yang harus diperhatikan adalah hasil pemeriksaan 
dan pasal berapa tindak pidana yang dilanggar. Jaksa Penuntut Umum yang 
melakukan tugas penuntutan membuat surat dakwaan berdasarkan berita 
acara yang diberikan oleh penyidik untuk dilanjutkan ke tahap pemeriksaan di 
sidang pengadilan. Dalam perkara Nomor 242/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks 
ini, Jaksa Penuntut Umum membuat dakwaan dalam model dakwaan 
alternatif. Adapun isi dakwaan Penuntut Umum terhadap turut serta dalam 
tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan 
oleh terdakwa WINGKY JULIEM TIANGLANGI alias WINGKY yang 
dibacakan di persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Makasar sebagai berikut : 
KESATU: 
Bahwa anak WINGKY JULIEM TIANGLANGI Alias WINGKY, secara 
bersama-sama dengan Kristian Raynaldo Alias Aldo Alias Tian dan Heri Sakti 
Sangka Alias Bebe (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari 
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Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekitar pukul 10.30 Wita, atau setidak-
tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di depan salon yang 
berdampingan dengan balla Tamalanrea tepatnya di jalan Perintis 
Kemerdekaan Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, atau setidak-tidaknya 
pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Makassar, terdakwa dilarang menempatkan, membiarkan 
melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan 
terhadap anak yaitu Arsyam, yang dilakukan oleh anak dengan cara sebagai 
berikut : 
- Bahwa bermula ketika jam pulang sekolah, anak bersama dengan 
teman-temannya dari siswa SMA Kristen Elim sementara nongkrong 
dipinggir jalan disamping sekolahnya tiba-tiba datang rombongan dai 
siswa SMA Cokroaminoto dan melakukan pelemparan balik dengan 
menggunakan batu sehingga terjadilah tawuran saling lempar batu dan 
saling busur. 
- Bahwa kemudian anak melihat salah satu temannya berkelahi dengan 
korban Arsyam Syam yang mana posisi anak sementara berada 
disamping kanan korban lalu anak mendekati dan langsung memukul 
korban dengan kepalan tangannya berkali-kalidan mengenai bagian 
muka dan bahu korban sementara Kristian Raynaldo Alias Aldo Alias 
Tian juga yang berada ditempat tersebut pun memukul dengan 
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menggunakan kepalan tangannya ke arah kepala korban berkali-kali 
sehingga korban terjatuh. 
- Bahwa pada saat korban terjatuh lalu kemudian berdiri dan bermaksud 
untuk melarikan diri tiba-tiba Heri Sakti Sangka Alias Bebe langsung 
melepaskan anak panah dengan busur ke arah wajah korban dan 
mengenai pelipis sebelah kiri korban. 
- Bahwa akibat perbuatan anak maka korban mengalami luka 
sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 
HK.04.01/1.19/7585/2015 tanggal 09 Oktober 2015 yang 
ditandatangani  oleh dr. Fachrulsyah Farid, Sp.BSM.Kes adalah dokter 
ahli Bedah Saraf, dr. M. Faisal Muchtar, Sp.An.KIC adalah dokter ahli 
anastesi dan dr. Jerny Dase, SH.,SP.F.,M.Kes adalah dokter ahli 
kedokteran Forensik dan Medikolegal, dengan kesimpulan hasil 
pemeriksaan sebagai berikut : 
- Terdapat satu buah anak panah (busur) yang menancap di 
kepala sebelah kiri. 
- Busur/anak panah tersebut terletak satu sentimeter di 
sebelah kiri dari tepi luar mata kiri. 
- Busur/anak panah tersebut menyebabkan luka yang 
menembus bagian dalam kepala. 
- Hasil operasi bedah kepala ditemukan benda asing masuk 
hingga jaringan otak bagian depan. 
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- Ditemukan bekuan darah di dalam jaringan otak. 
- Luka-luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat 
persentuhan dengan benda berujung tajam. 
- Akibat luka tersebut maka menyebabkan kerusakan fungsi 
otak yang membahayakan jiwa korban. 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat (1) UU RI 
Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. 
Atau : 
KEDUA : 
Bahwa anak WINGKY JULIEM TIANGLANGI Alias WINGKY, secara 
bersama-sama dengan Kristian Raynaldo Alias Aldo Alias Tian dan Heri Sakti 
Sangka Alias Bebe (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari 
Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekitar pukul 10.30 Wita, atau setidak-
tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di depan salon yang 
berdampingan dengan balla Tamalanrea tepatnya di jalan Perintis 
Kemerdekaan Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, atau setidak-tidaknya 
pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Makassar, terdakwa dilarang menempatkan, membiarkan 
melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan 
terhadap anak yaitu Arsyam yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan 
oleh anak dengan cara sebagai berikut : 
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- Bahwa bermula ketika jam pulang sekolah, anak bersama dengan 
teman-temannya dari siswa SMA Kristen Elim sementara nongkrong 
dipinggir jalan disamping sekolahnya tiba-tiba datang rombongan dai 
siswa SMA Cokroaminoto dan melakukan pelemparan balik dengan 
menggunakan batu sehingga terjadilah tawuran saling lempar batu dan 
saling busur. 
- Bahwa kemudian anak melihat salah satu temannya berkelahi dengan 
korban Arsyam Syam yang mana posisi anak sementara berada 
disamping kanan korban lalu anak mendekati dan langsung memukul 
korban dengan kepalan tangannya berkali-kalidan mengenai bagian 
muka dan bahu korban sementara Kristian Raynaldo Alias Aldo Alias 
Tian juga yang berada ditempat tersebut pun memukul dengan 
menggunakan kepalan tangannya ke arah kepala korban berkali-kali 
sehingga korban terjatuh. 
- Bahwa pada saat korban terjatuh lalu kemudian berdiri dan bermaksud 
untuk melarikan diri tiba-tiba Heri Sakti Sangka Alias Bebe langsung 
melepaskan anak panah dengan busur ke arah wajah korban dan 
mengenai pelipis sebelah kiri korban. 
- Bahwa akibat perbuatan anak maka korban mengalami luka 
sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 
HK.04.01/1.19/7585/2015 tanggal 09 Oktober 2015 yang 
ditandatangani  oleh dr. Fachrulsyah Farid, Sp.BSM.Kes adalah dokter 
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ahli Bedah Saraf, dr. M. Faisal Muchtar, Sp.An.KIC adalah dokter ahli 
anastesi dan dr. Jerny Dase, SH.,SP.F.,M.Kes adalah dokter ahli 
kedokteran Forensik dan Medikolegal, dengan kesimpulan hasil 
pemeriksaan sebagai berikut : 
- Terdapat satu buah anak panah (busur) yang menancap di 
kepala sebelah kiri. 
- Busur/anak panah tersebut terletak satu sentimeter di 
sebelah kiri dari tepi luar mata kiri. 
- Busur/anak panah tersebut menyebabkan luka yang 
menembus bagian dalam kepala. 
- Hasil operasi bedah kepala ditemukan benda asing masuk 
hingga jaringan otak bagian depan. 
- Ditemukan bekuan darah di dalam jaringan otak. 
- Luka-luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat 
persentuhan dengan benda berujung tajam. 
- Akibat luka tersebut maka menyebabkan kerusakan fungsi 
otak yang membahayakan jiwa korban. 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat (2) UU RI 
Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. 
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Atau : 
KETIGA : 
Bahwa anak WINGKY JULIEM TIANGLANGI Alias WINGKY, secara 
bersama-sama dengan Kristian Raynaldo Alias Aldo Alias Tian dan Heri Sakti 
Sangka Alias Bebe (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari 
Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekitar pukul 10.30 Wita, atau setidak-
tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di depan salon yang 
berdampingan dengan balla Tamalanrea tepatnya di jalan Perintis 
Kemerdekaan Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, atau setidak-tidaknya 
pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Makassar, terdakwa dilarang menempatkan, membiarkan 
melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan 
terhadap anak yaitu Arsyam yang mengakibatkan mati, yang dilakukan oleh 
anak dengan cara sebagai berikut : 
- Bahwa bermula ketika jam pulang sekolah, anak bersama dengan 
teman-temannya dari siswa SMA Kristen Elim sementara nongkrong 
dipinggir jalan disamping sekolahnya tiba-tiba datang rombongan dai 
siswa SMA Cokroaminoto dan melakukan pelemparan balik dengan 
menggunakan batu sehingga terjadilah tawuran saling lempar batu dan 
saling busur. 
- Bahwa kemudian anak melihat salah satu temannya berkelahi dengan 
korban Arsyam Syam yang mana posisi anak sementara berada 
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disamping kanan korban lalu anak mendekati dan langsung memukul 
korban dengan kepalan tangannya berkali-kalidan mengenai bagian 
muka dan bahu korban sementara Kristian Raynaldo Alias Aldo Alias 
Tian juga yang berada ditempat tersebut pun memukul dengan 
menggunakan kepalan tangannya ke arah kepala korban berkali-kali 
sehingga korban terjatuh. 
- Bahwa pada saat korban terjatuh lalu kemudian berdiri dan bermaksud 
untuk melarikan diri tiba-tiba Heri Sakti Sangka Alias Bebe langsung 
melepaskan anak panah dengan busur ke arah wajah korban dan 
mengenai pelipis sebelah kiri korban. 
- Bahwa akibat perbuatan anak maka korban mengalami luka 
sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 
HK.04.01/1.19/7585/2015 tanggal 09 Oktober 2015 yang 
ditandatangani  oleh dr. Fachrulsyah Farid, Sp.BSM.Kes adalah dokter 
ahli Bedah Saraf, dr. M. Faisal Muchtar, Sp.An.KIC adalah dokter ahli 
anastesi dan dr. Jerny Dase, SH.,SP.F.,M.Kes adalah dokter ahli 
kedokteran Forensik dan Medikolegal, dengan kesimpulan hasil 
pemeriksaan sebagai berikut : 
- Terdapat satu buah anak panah (busur) yang menancap di 
kepala sebelah kiri. 
- Busur/anak panah tersebut terletak satu sentimeter di 
sebelah kiri dari tepi luar mata kiri. 
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- Busur/anak panah tersebut menyebabkan luka yang 
menembus bagian dalam kepala. 
- Hasil operasi bedah kepala ditemukan benda asing masuk 
hingga jaringan otak bagian depan. 
- Ditemukan bekuan darah di dalam jaringan otak. 
- Luka-luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat 
persentuhan dengan benda berujung tajam. 
- Akibat luka tersebut maka menyebabkan kerusakan fungsi 
otak yang membahayakan jiwa korban. 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat (3) UU RI 
Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. 
Setelah memaparkan isi surat dakwaan beserta penjelasan unsur-
unsurnya, maka di dalam sidang pengadilan, fokus pemeriksaan harus tetap 
mengarah pada pembuktian surat dakwaan. Apabila tidak terbukti, terdakwa 
dibebaskan dan apabila terbukti sebagai tindak pidana maka terdakwa 
dijatuhi pidana. Dengan demikian, terdakwa hanya dapat dipidana jika 
terbukti telah melakukan delik yang disebut dalam dakwaan. Jika terdakwa 
terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan, maka terdakwa 
tidak dapat dipidana. 
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3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Berdasarkan dakwaan penuntut umum, maka Jaksa Penuntut Umum 
dalam perkara turut serta dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak yang 
mengakibatkan mati oleh terdakwa WINGKY JULIEM TIANGLANGI Alias 
WINGKY, maka penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan 
Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 
memutuskan: 
1. Menyatakan terdakwa WINGKY JULIEM TIANGLANGI Alias 
WINGKY bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan 
terhadap seorang anak yang mengakibatkan mati”, sebagaimana 
diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (3) UU RI Nomor 35 
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, seperti tersebut dalam 
dakwaan yang ketiga. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana 6 (enam) Tahun 
penjara dipotong selama Anak berada dalam tahanan. 
3. Menetapkan barang bukti berupa : 
1 (satu) batang busur panjang lebih-kurang 12 cm dengan pangkal 
terdapat umbai tali rapia warna merah dan ujungnya runcing. 
Dipergunakan untuk perkara atas nama Heri Sakti Sangka Alias 
Bebe. 
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar  biaya perkara sebesar 
Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah). 
 
 
4. Amar Putusan 
Atas dasar dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Hakim 
Pengadilan Negeri Makassar pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 
oleh SUPARMAN NYOMPA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan 
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 
19 November 2015 oleh Hakim Tunggal tersebut diatas, dibantu oleh MUH. 
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UNGARDIN KAMSYAR, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan 
Negeri Makassar, dan dihadiri oleh Herawanti, S.H. selaku Jaksa Penuntut 
Umum dan terdakwa, serta orang tua dan Penasihat Hukumnya. Maka 
Pengadilan Negeri Makassar yang berkompeten menyidangkan dan 
memeriksa perkara tindak pidana sebagaimana telah dikemukakan diatas, 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah 
menjatuhkan putusan sebagai berikut: 
MENGADILI 
1. Menyatakan anak WINGKY JULIEM TIANGLANGI Alias WINGKY 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana “kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati”. 
2. Menjatuhkan pidana kepada anak WINGKY JULIEM TIANGLANGI 
Alias WINGKY tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara 
selam 3 (tiga) Tahun dan 8 (delapan) Bulan. 
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani anak dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
4. Memerintahkan anak tetap berada dalam tahanan. 
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) batang busur panjang 
lebih-kurang 12 cm dengan pangkal terdapat umbai tali rapia warna 
merah dan ujungnya runcing. Dipergunakan dalam perkara HERI 
SAKTI SANGKA Alia BEBE. 
6. Membebankan biaya perkara kepada anak sebesar Rp.2.000,- (Dua 
ribu rupiah). 
 
 
5. Analisis Penulis 
Berhasilnya suatu proses penegakan hukum sangat bergantung pada 
penerapan hukum pidana, dimana peran penegak hukum salah satunya 
adalah bagaimana mengaktualisasikannya dengan baik di dunia nyata.  
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Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara dalam sidang 
pengadilan sedangkan surat tuntutan adalah surat yang berisi tuntutan 
penuntut umum terhadap suatu tindak pidana. Pada hakikatnya, seorang 
Jaksa Penuntut Umum harus membuat surat dakwaan dan surat tuntutan 
yang membuat terdakwa dari suatu tindak pidana tidak dapat lolos dari jerat 
hukum. Hakim dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari 
apa yang dirumuskan di dalam surat dakwaan. Seorang terdakwa hanya 
dapat dijatuhkan hukuman karena telah dibuktikan dalam persidangan bahwa 
ia telah melakukan tindak pidana seperti apa yang disebutkan jaksa dalam 
surat dakwaannya. 
Kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini yaitu tentang perbuatan 
turut serta dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak yang 
mengakibatkan mati, dalam hal ini terdakwa WINGKY JULIEM TIANGLANGI 
Alias WINGKY terhadap korban ARSYAM SYAM. Dalam kasus ini, surat 
dakwaan Jaksa Penuntut Umum secara teknis telah memenuhi syarat formil 
surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 143 Ayat (2) KUHAP, yaitu 
harus memuat tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum serta 
identitas lengkap terdakwa. Selain itu juga, surat dakwaan harus memuat 
uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang 
didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. 
Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari dan 
membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap 
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dalam persidangan serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam 
surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan posisi kasus yang telah 
diuraikan di atas maka dapat disimpulkan telah sesuai dengan ketentuan baik 
hukum pidana formil maupun hukum pidana materiil dan syarat dapat 
dipidananya seorang terdakwa. Hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam 
persidangan, dimana alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum 
saling bersesuaian. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Makassar menyatakan bahwa unsur-unsur perbuatan terdakwa terdapat 
dalam Pasal 80 ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. 
Mengenai penerapan pidana materiil pada turut serta dalam tindak 
pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati, penulis 
melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Makassar selaku 
Hakim Tunggal yang menangani perkara dengan nomor putusan 
242/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks, yaitu Suparman, S.H., M.H. pada tanggal 
16 Februari 2016. Beliau menjelaskan bahwa: 
Penerapan pasal terhadap turut serta dalam tindak pidana kekerasan 
terhadap anak yang mengakibatkan mati ini menggunakan Pasal 80 
ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak 
tersebut dikarenakan terdakwa dalam perkara ini masih di bawah umur 
serta perbuatan ini telah memenuhi kualifikasi perbuatan yang harus 
dipandang sebagai turut serta dalam tindak pidana kekerasan yang 
mengakibatkan kematian. Dalam kasus ini,  korban meninggal dunia 
dan mengalami luka pada tubuhnya sesuai dengan hasil Visum Et 
Repertum. Setelah Hakim selesai mempertimbangkan dakwaan Jaksa 
Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan 
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serta alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan 
terdakwa, dan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum, perbuatan 
terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan alternatif yang ketiga 
Jaksa Penuntut Umum. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana yang didakwakan kepadanya. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
ini juga berdasarkan kepada Asas Lex Specialis Derogat Legi Generale 
yang berarti aturan yang khusus meniadakan aturan yang umum. 
 
Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa hakim dalam 
memeriksa dan memutus suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa 
yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Seorang terdakwa hanya dapat 
dijatuhi hukuman karena telah terbukti melakukan tindak pidana seperti apa 
yang disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Upaya 
pembuktian didasarkan pada ketentuan Pasal 184 KUHAP yang menjelaskan 
bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali 
apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan 
bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. 
Berdasarkan hasil wawancara penulis, fakta-fakta yang terungkap di 
persidangan dan sesuai dengan posisi kasus disertai dengan alat bukti yang 
sah seperti keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat 
yakni Visum Et Repertum serta petunjuk-petunjuk yang didapatkan selama 
persidangan berlangsung yang bila semuanya saling dihubungkan ditemukan 
fakta-fakta yang menunjukkan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan 
Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi.  
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 Maka penulis berpendapat bahwa penerapan hukum pidana oleh 
Hakim dalam perkara turut serta dalam tindak pidana kekerasan terhadap 
anak yang mengakibatkan mati dengan Nomor 242/Pid.Sus-
Anak/2015/PN.Mks, yakni Pasal 80 ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang 
Perlindungan Anak sudah tepat mengingat perbuatan yang dilakukan oleh 
terdakwa memenuhi unsur-unsur suatu perbuatan yang dapat dipidana. 
Yaitu, perbuatan terdakwa melawan hukum, di persidangan telah terbukti 
mencocoki rumusan delik yang didakwakan dan adanya kesalahan. Jaksa 
Penuntut Umum juga menerapkan Asas Lex Specialis Derogat Legi 
Generalis yang berarti bahwa aturan yang khusus meniadakan aturan yang 
umum. 
Berdasarkan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka 
Hakim Pengadilan Negeri Makassar menyatakan terdakwa WINGKY JULIEM 
TIANGLANGI Alias WINGKY telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang 
mengakibatkan mati dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WINGKY 
JULIEM TIANGLANGI Alias WINGKY dengan pidana penjara selama 3 (tiga) 
tahun dan 8 (delapan) bulan, yang menurut analisis penulis kurang tepat 
dijatuhkan terhadap terdakwa. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada 
Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WINGKY JULIEM 
TIANGLANGI Alias WINGKY  dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 
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dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, sekiranya sudah tepat. 
Tuntutan tersebut telah sesuai dengan tindak pidana kekerasan terhadap 
anak yang mengakibatkan mati sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa 
yang hukuman maksimalnya adalah 10 (sepuluh) tahun penjara dan/atau 
denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Tuntutan 
Penuntut Umum dapat membuat jera terdakwa, mampu menimbulkan 
dampak efek pencegahan dan lebih memenuhi rasa keadilan bagi keluarga 
korban dan terdakwa. 
Pemidanaan merupakan suatu proses, yang dimana sebelum proses ini 
berjalan, peranan hakim sangatlah penting. Ia mengkonkretkan sanksi pidana 
yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi 
terdakwa. Jadi pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat menyelesaikan 
konflik atau pertentangan dan juga dapat mendatangkan kedamaian dalam 
masyarakat. Pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan juga 
tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia, namun merupakan 
pemberian makna kepada sistem hukum Indonesia. 
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Putusan 
242/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks 
1. Pertimbangan Hakim 
Pertimbangan hukum hakim didasarkan pada pendakwaan Jaksa 
Penuntut Umum, alat bukti yang sah dan syarat subyektif dan obyektif 
seseorang dapat dipidana. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang 
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memeriksa dan mengadili perkara Nomor 242/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks ini, 
setelah mendengar keterangan-keterangan saksi dan keterangan terdakwa 
serta alat bukti surat, disimpulkan bahwa antara satu dengan yang lainnya 
saling bersesuaian dan berhubungan, maka memperoleh fakta-fakta hukum 
sebagai bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:  
a. Bahwa Pada Hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekitar pukul 10.30 
Wita, bertempat di depan salon yang berdampingan dengan balla 
Tamalanrea tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaaan Kecamatan 
Tamalanrea Kota Makassar, ketika jam pulang sekolah, anak bersama 
dengan teman-temannya dari siswa SMA Kristen Elim sementara 
nongkrong dipinggir jalan disamping sekolahnya tiba-tiba datang 
rombongan dari siswa SMA Cokroaminoto dan melakukan pelemparan 
balik dengan menggunakan batu sehingga terjadilah tawuran saling 
lempar batu dan saling busur. 
b. Bahwa pada saat terjadi tawuran, korban maju ke depan anak, lalu 
dipukul oleh anak dibagian bahunya dan setelah itu di punggung 
dengan kepalan tangannya berkali-kali sehingga korban terjatuh. 
c. Bahwa pada saat korban terjatuh lalu kemudian berdiri dan bermaksud 
melarikan diri tiba-tiba HERI SAKTI SANGKA Alias BEBE langsung 
melepaskan anak panah dengan busur ke arah wajah korban dan 
mengenai pelipis sebelah kiri korban.  
d. Bahwa kemudian korban dilarikan ke Rumah Sakit Wahidin 
Sudirohusodo untuk dilakukan perawatan dan setelah 4 (empat) hari 
dirawat, korban meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2015 
berdasarkan surat keterangan meninggal Nomor Register : 2707/IFK-
RSWS/X/2015. 
e. Bahwa akibat perbuatan anak maka korban mengalami luka 
sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 
HK.04.01/1.12/7585/2015 tanggal 09 Oktober 2015 yang 
ditandatangani oleh dr. Fachrulsyah Farid, Sp.BSM.Kes adalah Dokter 
Ahli Bedah Saraf, dr. M.Faisal Muchtar, Sp.An.KIC adalah dokter ahli 
anestesi, dan dr. Jerny Dase, SH, SP.F, M.Kes adalah dokter ahli 
kedokteran Forensik dan Medikolegal, dengan kesimpulan hasil 
pemeriksaan sebagai berikut :  
- Terdapat satu buah anak panah (busur) yang menancap di 
kepala sebelah kiri. 
- Busur/anak panah tersebut terletak satu sentimeter di sebelah 
kiri dari tepi luar mata kiri. 
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- Busur/anak panah tersebut menyebabkan luka yang menembus 
bagian dalam kepala. 
- Hasil CT Scan kepala menunjukkan gambaran benda asing 
bagian depan kiri kesan memasuki rongga kepala. 
- Hasil operasi bedah kepala ditemukan benda asing masuk 
hingga jaringan otak bagian depan. 
- Ditemukan bekuan darah di dalam jaringan otak. 
 
Berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan di atas, Majelis 
Hakim menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan terbukti bersalah 
dan dapat dipidana, maka keseluruhan dari unsur-unsur yang didakwakan 
oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya haruslah dapat dibuktikan dan 
terpenuhi seluruhnya. Dari uraian fakta-fakta hukum di atas dapat 
disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan turut 
serta dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan 
mati telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan 
melanggar Pasal 80 ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang 
Perlindungan Anak. 
Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman pada tindak 
pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati dalam Putusan 
Nomor 242/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks, berdasarkan beberapa 
pertimbangan. Majelis Hakim memeriksa dan menjatuhkan putusan 
berpedoman pada surat dakwaan. Setelah hakim membaca surat dakwaan 
tersebut, maka hakim belum bisa menjatuhkan putusan karena hakim belum 
bisa memastikan terbukti tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana tanpa 
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berdasarkan alat bukti dan pertimbangan yuridis. Hal-hal yang menjadi 
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara No. 
242/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks adalah : 
a. Majelis Hakim mempertimbangkan surat dakwaan yang diajukan 
oleh Jaksa Penuntut Umum. 
b. Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, SARTIA, 
ASBAR, ANDI AKSA BIN BAKRI, YOGI PRATAMA PUTRA ALIAS 
YOGI BIN ILYAS, HERI SAKTI SANGKA ALIAS BEBE, dan 
KRISTIAN RAYNALDO ALIAS ALDO ALIAS TIAN yang memberikan 
keterangannya di bawah sumpah. 
c. Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan terdakwa, yaitu 
WINGKY JULIEM TIANGLANGI ALIAS WINGKY. 
d. Majelis Hakim mempertimbangkan barang bukti yang diajukan oleh 
Penuntut Umum dalam persidangan berupa : 1 (satu) batang busur 
panjang lebih-kurang 12 cm dengan pangkal terdapat umbai tali 
rapia warna merah dan ujungnya runcing. 
e. Adanya suatu alat bukti surat yang dibacakan pada proses 
pemeriksaan yaitu Visum Et Repertum Nomor : 
HK.04.01/1.19/7585/2015 tanggal 09 Oktober 2015 yang 
ditandatangani  oleh dr. Fachrulsyah Farid, Sp.BSM.Kes adalah 
dokter ahli Bedah Saraf, dr. M. Faisal Muchtar, Sp.An.KIC adalah 
dokter ahli anastesi dan dr. Jerny Dase, SH.,SP.F.,M.Kes adalah 
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dokter ahli kedokteran Forensik dan Medikolegal atas nama : 
ARSYAM SYAM.  
f. Majelis Hakim menghubungkan antara keterangan saksi-saksi dan 
keterangan terdakwa dengan hasil Visum Et Repertum dan 
memperoleh fakta-fakta tentang adanya kecocokan antara ketiga 
alat bukti tersebut. 
g. Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta 
hukum tentang perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan 
dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan hasil Visum 
Et Repertum yang diajukan di dalam persidangan sehingga terdakwa 
WINGKY JULIEM TIANGLANGI ALIAS WINGKY dapat 
dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang 
didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. 
h. Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif , maka Majelis Hakim 
akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti yaitu 
melanggar Pasal 80 ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang 
Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya : 
1) Setiap orang 
2) Dilarang menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh 
melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. 
3) Yang mengakibatkan mati. 
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i. Perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 80 
ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak 
sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang 
didakwakan kepadanya dalam dakwaan yang ketiga pada dakwaan 
alternatif yang diajukan oleh Penuntut Umum. 
j. Dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang 
dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai 
alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa 
harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan perbuatan pidana yaitu melakukan kekerasan terhadap 
anak yang mengakibatkan mati, dan karena terdakwa WINGKY 
JULIEM TIANGLANGI ALIAS WINGKY merupakan orang yang 
mampu bertanggungjawab maka terdakwa harus dijatuhi pidana 
yang setimpal dengan perbuatannya. 
k. Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan berdasarkan 
surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka sudah 
sepatutnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 
oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
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l. Karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa 
dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa 
tetap berada di dalam tahanan. 
m. Sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim 
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, 
yakni: 
Hal-hal yang memberatkan: 
1) Perbuatan Terdakwa mengakibatkan meninggalnya orang lain. 
Hal-hal yang meringankan: 
1) Keluarga Terdakwa telah memberikan bantuan biaya 
pemakaman kepada keluarga korban. 
2) Anak bersikap sopan selama persidangan. 
3) Anak menyesali dan mengakui perbuatannya. 
4) Anak masih sekolah dan masih mempunyai kesempatan untuk 
memperbaiki diri. 
5) Anak belum pernah dihukum. 
n. Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani untuk 
membayar biaya perkara. 
2. Putusan Hakim 
Berdasarkan terpenuhinya semua unsur-unsur dari Pasal 80 ayat (3) 
UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak maka Hakim selanjutnya 
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berkesimpulan bahwa terdakwa WINGKY JULIEM TIANGLANGI Alias 
WINGKY telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak 
pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati yang didakwakan 
kepadanya dalam dakwaan alternatif yang dibuat oleh Penuntut Umum.  
 
3. Analisis Penulis 
Konsekuensi dengan adanya hukum adalah keputusan hakim harus 
mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan berhenti 
dengan pertimbangan hukum semata-mata, melainkan persoalan keadilan 
biasanya dihubungkan dengan kepentingan individu para pencari keadilan 
dan itu berarti keadilan menurut hukum sering diartikan dengan kemenangan 
dan kekalahan oleh pencari keadilan. Penting kiranya untuk memberikan 
pemahaman bahwa sebuah keadilan itu bersifat abstrak, tergantung dari sisi 
mana kita memandangnya. Oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan 
tujuan hukum dan juga memenuhi rasa keadilan. Suatu proses keadilan 
berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang di dalamnya terdapat penjatuhan 
sanksi pidana (pemidanaan) dan di dalam putusan itu majelis hakim 
menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa 
yang menjadi amar putusannya. 
Putusan hakim merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat negara 
yang diberi kewenangan untuk memutuskan penjatuhan pidana jika 
perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam 
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upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus 
mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan Jaksa Penuntut 
Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan pasal-
pasal yang dilanggar. Adapun pertimbangan non-yuridis yang terdiri dari latar 
belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa 
pada saat melakukan perbuatan serta hal-hal lain yang terkait dalam tindak 
pidana yang dilakukan terdakwa. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan 
dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah 
serta menciptakan hukum yang berdasarkan keadilan yang tentunya tidak 
bertentangan dengan pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Putusan 
hakim harus memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Untuk itu sebelum 
menjatuhkan putusan pemidanaan hakim harus memperhatikan aspek 
keadilan dari: 
a. Sisi pelaku kejahatan 
b. Sisi korban kejahatan (dampak bagi korban) 
c. Sisi kepentingan masyarakat pada umumnya 
Berkaitan dengan perkara yang penulis bahas, maka penulis melakukan 
wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Makassar yang menangani 
perkara ini, yaitu Hakim Tunggal Suparman Nyompa, S.H.M.H. pada tanggal 
16 Februari 2016 untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan-
pertimbangan hakim dalam memutus dan menjatuhkan pidana terhadap 
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terdakwa. Beliau memberikan gambaran secara umum terhadap kasus yang 
penulis angkat dan menyatakan bahwa: 
Dalam memutus suatu perkara, seorang hakim harus 
mempertimbangkan hal-hal seperti keterangan para saksi dan terdakwa, 
surat dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan sebagainya. 
Semua itu membutuhkan perhatian dan membutuhkan kejelian dalam 
menggali fakta-fakta sehingga hakim dapat memperoleh suatu 
keputusan yang mendekati rasa keadilan bagi semua pihak. 
 
Dalam putusan hakim memutuskan bahwa terdakwa WINGKY JULIEM 
TIANGLANGI ALIAS WINGKY bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana 
kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati terhadap korban 
ARSYAM SYAM. Menurut penulis, unsur-unsur dari tindak pidana kekerasan 
terhadap anak yang mengakibatkan mati telah terpenuhi disertai dengan 
pertimbangan hakim berdasarkan alat bukti, pertimbangan yuridis, maupun 
fakta persidangan yang mendukung dalam persidangan tersebut, maka 
terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak 
yang mengakibatkan mati dan sudah tepat jika terdakwa dikenakan Pasal 80 
ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak . 
Hakim dalam kasus ini kemudian memutuskan memberikan sanksi 
pidana lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dalam tuntutan 
Jaksa Penuntut Umum menuntut 6 (enam) tahun penjara sedangkan putusan 
hakim adalah 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara. Adapun 
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pertimbangan hakim memutuskan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut 
Umum adalah terdapat hal-hal yang meringankan. 
Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Suparman Nyompa, S.H.,M.H. 
menjelaskan bahwa: 
Hakim tidak terikat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagai 
penuntut dari negara yang melakukan penelitian secara empiris. Hakim 
menuntut secara subjektif berdasarkan Standarisasi Penjatuhan Pidana. 
Hal-hal yang meringankan penjatuhan pidana kepada terdakwa, selain 
karena keluarga terdakwa telah memberikan bantuan biaya pemakaman 
kepada keluarga korban, terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, 
serta terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Majelis Hakim 
juga mempertimbangkan usia terdakwa yang masih muda dan berstatus 
pelajar sehingga masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki 
dirinya. Disamping itu, terdakwa juga bersikap sopan selama masa 
persidangan berlangsung.  
 
Berdasarkan analisis penulis serta wawancara dengan beberapa 
narasumber yang berkompeten dalam perkara ini, maka penulis 
berkesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 
terhadap terdakwa, kurang tepat. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang 
menuntut 6 (enam) tahun menurut penulis sudah sesuai dengan perbuatan 
terdakwa yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang 
mengakibatkan mati. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 
8 (delapan) bulan terhadap terdakwa tidak memberikan rasa keadilan korban 
dan keluarga korban. Tindak pidana kekerasan terhadap anak yang 
mengakibatkan mati yang dilakukan terdakwa WINGKY JULIEM 
TIANGLANGI ALIAS WINGKY ini merupakan tindak pidana yang marak 
terjadi dan sangat meresahkan masyarakat sekitar. Menurut penulis, 
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penjatuhan pidana terhadap terdakwa ini tidak mampu menimbulkan efek jera 
dan efek pencegahan agar tindak pidana kekerasan terhadap anak yang 
mengakibatkan mati dapat berkurang di kemudian hari. Efek jera dan efek 
pencegahan ini bagi penulis sangatlah penting untuk diperhatikan mengingat 
terdakwa masih berstatus sebagai pelajar yang seharusnya bisa 
menunjukkan budi pekerti yang baik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
93 
 
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 
yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Penerapan hukum pidana materiil oleh Majelis Hakim terhadap 
pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak yang 
mengakibatkan mati yang menyatakan terdakwa WINGKY JULIEM 
TIANGLANGI ALIAS WINGKY telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap 
anak yang mengakibatkan mati sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 80 ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 
tentang Perlindungan Anak sudah tepat. Hal itu sesuai dengan 
dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah didasarkan pada fakta-
fakta di persidangan, alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut 
Umum berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian 
hasil Visum Et Repertum dan keterangan terdakwa. Serta terdakwa 
dianggap sehat jasmani dan rohani sehingga dianggap mampu 
mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
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2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 
terdakwa tindak pidana kekerasan terhadap anak yang 
mengakibatkan mati kurang tepat. Majelis Hakim menjatuhkan 
pidana terhadap terdakwa WINGKY JULIEM TIANGLANGI ALIAS 
WINGKY dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 
(delapan) bulan ini tidak memberikan rasa keadilan bagi korban 
dan keluarga korban. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa ini 
juga tidak mampu menimbulkan efek jera dan efek pencegahan 
agar tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan 
mati dapat berkurang di kemudian hari. Efek jera dan efek 
pencegahan ini sangatlah penting untuk diperhatikan mengingat 
terdakwa masih berstatus sebagai pelajar yang seharusnya bisa 
menunjukkan budi pekerti yang baik.  
B. Saran 
Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan  dengan 
penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Dalam penerapan hukum pidana terhadap delik kekerasan yang 
mengakibatkan mati dalam hal ini anak sebagai pelaku dan juga 
korban, hakim harus mampu memberikan efek jera, baik bagi 
terdakwa agar tidak mengulangi kembali perbuatannya maupun 
efek pencegahan bagi masyarakat agar takut melakukan tindak 
pidana kekerasan yang mengakibatkan mati serta ikut 
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bertanggungjawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak 
demi kesejahteraan anak. 
2. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya tidak 
hanya berorientasi kepada pelaku tindak pidana saja tetapi juga 
perlu difikirkan sejauh mana dampak perbuatan pelaku tersebut 
bagi korban. 
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